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Permasalahan dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimana pelaksanaan 
perjanjian pranikah di Indonesia? dan 2) Bagaimanakah perjanjian perkawinan 
dalam hukum Islam dan hukum Positif? 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu 
suatu penelitian yang datanya berupa teori, konsep pemikiran dan ide. Penelitian 
kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku 
literatur dengan cara mempelajari, menelaah dan meneliti permasalahan yang 
terkait dengan permasalahan yang terjadi. Penelitian ini dapat juga dikatakan 
sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.Adapun 
pendekatan penelitian yang dilakukan adalah studi pemikiran tokoh yaitu dengan 
pendekatan sosio histories. Teknik analisis data dengan melalui dua tahapan yaitu, 
deskreptif dan interpretative. 
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, Perjanjian Pra Nikah 
dilakukan seacara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini 
menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri 
pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian tersebut (1313BW). 
Para pihak harus menaaati perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam BW. 
Sebagai sebuah perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran 
(inkar janji) dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi. 
Implikasi dari penelitian ini adalah, 1) Terkhusus kepada Pemerintah 
untuk membuat aturan yang mengatur secara khusus tentang perjanjian 
perkawinan sehingga dapat digunakan secara nasional di Indonesia. 2) Terkhusus 
kepada calon suami istri sebelum melakukan perjanjian perkawinan harus 
memahami hakikat keberadaan perjanjian perkawinan tersebut. Dan 3) Terkhusus 
kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak menganggap perjanjian pra nikah 





A. Latar Belakang Masalah 
Secara umum yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir 
bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.1 
Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari‟at islam 
yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Berdasarkan hal 
tersebut hukum perkawinan bertujuan mewujudkan perkawinan terhadap 
orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab hal 
ini dapat memiliki nilai transendental dan sakral untuk mencapai tujuan 
perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari‟at Islam.  
Negara telah menjamin kehidupan beragama dan telah ikut serta 
mengamankannya melalui peraturan perundang-undangan dan bahkan materi 
perundang-undangan terebut mulai beranjak dari materi hukum islam 
normatif. Dalam Pasal 28B ayat 1UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang 
berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan 
yang sah.2 
                                                             
1
 Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 2009), h. 5. 
2Azizy Qodri, Efektifitas Hukum Nasional, (Yogyakarta: Gama Media, 2010), h. 35. 
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Khusus bagi umat Islam, negara telah memberikan peluang seluas-
luasnya kepada umat Islam untuk memperjuangkan nilai – nilai yang 
terkandung di dalam Al- qur‟an, Hadis dan bahkan fikih – fikih hasil ijtihad 
para ulama untuk dijadikan hukum positif di Indonesia.Ayat yang berkenaan 
dengan masalah perkawinan, diantaranya ayat yang menganjurkan perkawinan 




Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang 
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-
Nya) lagi Maha Mengetahui. 
 
Di Indonesia, dasar perkawinan terdapat pada peraturan perundang-
undangan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah merumuskan kriteria 
keabsahan suatu perkawinan, yang diatur dalam pasal 2 undang-undang 
tersebut. Secara umum dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu 
dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.4 
Kompilasi hukum islam (KHI) di Indonesia ditetapkan pada tahun 
1991 dengan adanya instruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 
1991. Instruksi presiden ini ditujukan kepada menteri agama untuk 
                                                             
3Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta, 
Liberty, 2007),  h. 29. 
4Hadikusuma Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum 
Adat, Hukum Agraria, (Bandung: Mandar Maju), 2010, h. 19. 
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menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang telah disepakati tersebut. 
Diktum keputusan ini menyatakan menyebarluaskan KHI, yang terdiri dari 
Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan 
Buku III tentang Hukum Perwakafan serta melaksanakan instruksi ini dengan 
sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. 
Di dalam pembahasan perkawinan terdapat istilah perjanjian nikah, 
dimana di Eropa disebut dengan istilah Preenuptila Agreement adalah 
perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat 
kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah. Perjanjian pra nikah 
berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan isinya antara lain mengatur 
bagaimana harta kekayaan pasangan suami istri akan dibagi – bagikan jika 
seandainya terjadi perceraian, kematian dari salah satu pasangan, perjanjian 
juga ini bisa memuat bagaimana semua urusan keuangan keluarga akan di atur 
atau di tanda tangani selama perkawinan atau pernikahan berlangsung. 
Dasar hukum perjanjian pra nikah terdapat pada Pasal 139 sampai 
Pasal 154 BAB IV tentang Perjanjian Kawin dalam Kitab Undang– undang 
Hukum Acara Perdata (KUHperdata). 5 
Perjanjian pra nikah tidak dapat mengurangi hak–hak yang 
diperuntukan terhadap suami sebagai kepala keluarga.Namun, hal ini tidak 
mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan 
harta kekayaan pribadi, baik barang–barang bergerak maupun barang–barang 
tak bergerak di samping penikmatan penghasilannya pribadi secara 
                                                             
5Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum 
Indonesia, (Jakarta: Gama Insani Press, 2010), h. 3. 
4 
 
bebas.Pada umumnya isi dari perjanjian pra nikah menyangkut harta benda, 
termasuk pembagian harta apabila terjadi perceraian. Apabila tidak memiliki 
perjanjian pra nikah, sesuai dengan pasal 35 Undang – undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh setelah perkawinan 
akan dibagi dua karena termasuk kategori harta bawaan.  
KH. Ovied R, menyaksikan sendiri ada sebagian masyarakat muslim 
di Malaysia yang telah melakukan perjanjian pra nikah masalah harta. Terjadi 
hubungan yang kurang harmonis karena suami memiliki harta yang banyak 
sebelum menikah tidak dapat dinikmati oleh isteri dan anak – anaknya karena 
dalam perjanjian yang boleh dipergunakan dan dimiliki oleh anak isteri. 
Dalam perjanjian pra nikah hanya harta suami yang terhitung sejak menikah 
yang dapat digunakan sedangkan sang suami setelah menikah tidak memiliki 
pekerjaan dan penghasilannya bahkan tidak mencukupi memiliki anak yang 
ingin kuliah di perguruan tinggi terbaik yang membutuhkan biaya yang besar.6 
Sang ayah memutuskan tidak mengkuliakan sang anak dengan alasan 
penghasilannya tidak mencukupi untuk biaya kuliah. Akan tetapi, sang suami 
tersebut memilik harta di Bank miliaran rupiah dimana harta ini diperoleh 
sebelum adanya pernikahan dan harta ini termasuk dalam perjanjian pra nikah 
sehingga tidak dapa digunakan untuk keperluan bersama setelah perkawinan 
itu terjadi.  
Di Indonesia, berkaitan dengan masalah yang timbul dengan adanya 
perjanjian pra nikah ini adalah pada umumya terjadi pada calon suami isteri 
                                                             
6Manan Abdul, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2010), h. 31. 
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yang berbeda kewarganegaraan. Berdasarkan tutifruitty.blogspot.co.id 
berkaitan dengan prenuptial agreement/ surat perjanjian terutama untuk 
pasangan yang berbeda kewarganegaraan (antara WNI dan WNA) di 
Indonesia, perjanjian kawin pisah harta ini dibuat agar si WNI bisa memiliki 
aset di Indonesia seperti beli rumah, membuat usaha (PT), membeli saham PT 
biasa bukan di Pasar Modal, karena untuk WNI yang menikah dengan WNA 
tidak boleh memiliki aset tersebut, untuk rumah misalnya rumah atau tanah 
dengan sertipikat hak Milik atau Hak Guna Bangunan. Larangan ini 
disebabkan oleh tidak dibperbolahkannya WNI mempunyai asset-aset tersebut 
dan kaitannya mengapa istrinya yg WNI tdk boleh adalah karena ada kaitan 
waris antara suami dan istri (suami/istri adalah ahli waris dari suami/istrinya) 
Tetapi mereka sehari-harinya tetap bersama-sama dalam mengelola hartanya, 
itu kesepakatan mereka.Bisanya mereka membeli rumah apabila yang wanita 
nya WNI uangnya pun dari suaminya yang WNA. Jadi apabila sepengetahuan 
saya mereka melakukan iu hanya untuk antisipasi kalau mereka ingin 
memiliki asset-aset tersebut. 
Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji 
lebih mendalam tentang perjanjian pra nikah tersebut. Yaitu bagaimana 
perjanjian pra nikah ditinjau dari hukum islam dan hukum positif, dimana 
hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah hasil adopsi dari hukum 
perdata barat yang di bawa Belanda ke Indonesia pada saat penjajahan yang 
tidak jarang ditemukan adanya sebuah pertentangan atau kontradiksi dengan 
hukum islam.  
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B. Rumusan Masalah 
Masalah pokok skripsi ini adalah bagaimanakah tinjauan hukum 
Islam dan hukum positif terhadap perjanjian pra nikah? 
Adapun Sub masalah penelitian ini: 
1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pra nikah di Indonesia? 
2. Bagaimanakah perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dan hukum 
Positif? 
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dalam 
memahami maksud yang terkandung dalam judul ini, maka penulis 
menganggap perlu menguraikan pengertian beberapa istilah pokok dalam 
kajian ini agar persamaan persepsi dapat diperoleh sebagai kejelasan 
pemahaman terhadap hal – hal yang akan dibahas. Istilah – istilah yang 
dimaksud adalah “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 
TERHADAP PRENUPTIAL AGREEMENT ATAU PERJANJIAN PRA 
NIKAH”. 
Hukum Islam adalah syariat yang berisi hukum–hukum yang 
diadakan oleh Allah SWT untuk ummatnya yang dibawa oleh seorang nabi, 
baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum– 
hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). 
Hukum positif adalah peraturan hukum yang berlaku saat 
ini/sekarang untuk masyarakat dari dalam suatu daerah tertentu.Dalam hal ini, 
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hukum posistif yang dimaksud dalam tulisan ini adalah hukum perdata yang 
mengakomodir undang – undang perkawian. 
Perjanjian Pra nikah (prenuptial Agreement) adalah perjanjian yang 
dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak. 
Perjanjian pra nikah berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan isinya antara 
lain mengatur bagaimana harta kekayaan pasangan suami-istri akan dibagi jika 
seandainya terjadi perceraian , kematian dari salah satu pasangan. Perjanjian 
juga ini bias memuat bagaimana semua urusan keuangan keluarga akan diatur 
atau ditangani selama perkawinan atau pernikahan berlangsung.  
D. Kajian Pustaka 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa literatur 
yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud, yaitu sebagai berikut: 
1. Literatur yang bersumber dari buku Hukum Perkawinan Indonesia Men 
urut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama karangan Hilman 
Hadikusuma. Buku Hukum Perkawinan Di Indomesia (Masalah – masalah 
Krusial) karangan M. Anshary. Buku Hukum Perkawinan Di Indonesia 
karangan Wasit Aulawi. Buku Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia 
karangan Amir Syarifuddin. Buku Hukum Perkawinan Islam dan Undang 
– undang Perkawinan karangan Soemiyati.  
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau BW (Burgelijke Wetboek) 
yang merupakan acuan atau pedoman yang mengatur kepentingan dan 
hubungan perseorangan dengan perseorangan lain termasuk di dalamnya 
mengatur masalah perkawinan, waris, wakaf dan masalah perdata lainnya.  
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Undang –undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi 
Hukum Islam. 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Secara umum, skripsi merupakan salah satu persyaratan guna 
penyelesaian studi pada perguruan tinggi.Oleh karena itu, penulis mempunyai 
satu kewajiban secara formal terkait pada aturan – aturan perguruan tinggi 
tersebut. Namun secara khusus penelitian ini bertujuan: 
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pra nikah di 
Indonesia. 
2. Untuk mengetahui perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dan hukum 
Positif. 
Adapun manfaat atau kegunaan dari skripsi ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Manfaat Teoretis, penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk 
pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang kajian mengenai 
tinjauan hukum terhadap perjanjian pra nikah ketika ditinjau dari prespektif 
hukum islam dan hukum positif.  
2. Manfaat Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka 
cakrawala pikir dan menjadi bahan sumbangan terkhusus kepada suami istri 
untuk menjaga perkawinannya sehingga tidak memicu terjadinya 
perceraian dan diharapkan suami istri untuk tidak membuat perjanjian pra 





TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PRA NIKAH 
A. Sejarah Perjanjian Pra Nikah 
Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) adalah perjanjian yang 
dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak 
calon pengantin yang akan menikah. Perjanjian pra nikah berlaku sejak 
pernikahan dilangsungkan dan isinya antara lain mengatur bagaimana harta 
kekayaan anda berdua (bersama pasangan) akan dibagi-bagikan jika 
seandainya terjadi perceraian, kematian dari salah satu pasangan. Perjanjian 
ini juga bisa memuat bagaimana semua urusan keuangan keluarga akan diatur 
atau ditangani selama perkawinan atau pernikahan berlangsung. 
Konsep perjanjian pra nikah berasal dari hukum perdata barat 
KUHPerdata. Akan Tetapi, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan ini telah mengkaji ketentuanKUH Perdata (buatan Belanda) 
tentang perjanjian pra nikah. Dalam pasal 139 KUHPerdata “Dengan 
mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalahberhak 
menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-
undangansekitar persatuan harta kekayaan asal perjanjia itu tidak menyalahi 
tatasusila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala 
ketentuan di bawah ini, menurut pasal berikutnya. 
Secara agama, khususnya agama Islam dikatakan dalam Al‟quran 
Surah Al-baqarah ayat 2 dan Hadits, bahwa setiap Mukmin terikat dengan 
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perjanjian mereka masing-masing.Maksudnya, jika seorang Mukmin sudah 
berjanji harus dilaksanakan.Perjanjianpranikah tidak diperbolehkan apabila 
perjanjian tersebut menghalalkan yangharam dan mengharamkan yang halal. 
Dalam agama Katolik, perjanjian perkawinan yang penting adalah 
dimana pria dan wanita yang melakukan perkawinan akan membentuk 
kebersamaan seluruhhidup (Consorsium totius Vitac) diantara mereka menurut 
sifat kodratnyaterarah pada kesejahteraan suami isteri serta pada kelahiran dan 
pendidikananak. Sementara untuk agama Hindu, hukum yang mengatur 
khusus tentangperjanjian perkawinan tidak ada, tetapi yang jelas apabila ada 
perjanjianyang dibuat bertentangan dengan larangan dalam agama Hindu 
maka perjanjianitu tidak sah. Begitu pula dengan agama Budha, menurut 
hukum perkawinannya(HPAB) yang telah disahkan pada tanggal 1 Januari 
1977, tidak ada aturankhusus tentang perjanjian perkawinan, dimana berarti 
terserah para pihak yangbersangkutan asal perjanjian yang dibuat tidak 
bertentangan dengan agamaBudha Indonesia, Undang-Undang Nomor.1 tahun 
1975 dan kepentingan Umum. 
Perjanjian Pra Nikah dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan 
dengan pasangan kita, sudah barang tentu hal tersebut diperbolehkan menurut 
hukum yang berlaku di Indonesia dengan catatan bahwa perjanjian tersebut 
dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-
nilai moral dan adat istiadat yang berlaku di Negara kita ini. 
Dasar hukum tentang perjanjian Pra nikah (Prenuptial Agreement) 
telah diatur oleh hukum kita seperti yang terdapat pada Pasal 29 Undang-
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undang Nomor. 1 Tahun 1974, begitu juga yang ditegaskan dalam Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) pada Pasal 47, bahwa sepanjang tidak bertentangan 
dengan hukum Islam, perjanjian perkawinan dapat meliputi percampuran harta 
pribadi, pemisahan harta pencaharian masing-masing, menetapkan 
kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik (perjanjian 
dengan pihak Bank, misalnya) atas harta pribadi dan harta bersama. Akan 
tetapi melakukan Perjanjian Pra nikah haruslah juga mempertimbangkan 
beberapa sisi (aspek) yang antara lainya: 
a. Keterbukaan didalam mengungkapkan semua detil kondisi keuangan 
masing-masing pasangan baik sebelum maupun sesudah pernikahan, 
dengan merujuk juga kepadaberapa banyak jumlah harta bawaaan masing-
masing pihak (pasangan) sebelum menikah dan juga menghitung 
bagaimana dengan potensi pertambahannya sejalan dengan meningkatnya 
penghasilan atau karena hal lain misalnya menerima warisan dari orangtua 
masing-masing pasangan. 
b. Masing-masing pasangan secara fair harus mengatakan berapa jumlah 
hutang bawaan masing-masing pihak sebelum menikah dan bagaimana 
potensi hutang tersebut setelah menikah dan siapa nantinya yang 
bertanggung jawab terhadap pelunasan hutangnya, karena perlulah 
digarisbawahi dalam hal ini bahwa hal tersebut wajib diketahui oleh 
masing-masing pasangan agar masing-masing pasangan yang akan 
menikah mengetahui secara benar apa yang akan diterima dan apa yang 
akan di korbankan jika perkawinan berakhir, sehingga tidak ada pihak 
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yang nantinya merasa dirugikan dari dan akibat timbulnya perceraian 
tersebut. 
c. Kerelaan dan dengan secara sadar bahwa perjanjian pra nikah harus 
disetujui dan ditandatangani oleh masing-masing pasangan (kedua belah 
pihak)yang pada prinsipnya, secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak 
manapun untuk menandatangan surat perjanjian tersebut tanpa 
mendapatkan tekanan dalam bentuk apapapun, karena nantinya jika salah 
satu pihak merasa dipaksa, karena mendapatkan suatu ancaman atau 
berada dalam tekanan sehingga terpaksa menandatanganinya, maka secara 
hukum perjanjian pra nikah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat. 
d. Carilah pejabat yang objektif dan berwenang dalam hal ini Notaris yang 
anda percaya dan jangan lupa juga untuk menentukan danmemilih pejabat 
berwenang yang notabene memiliki reputasi baik dan bisa menjaga 
obyektifitas, sehingga dalam membuat isi perjanjian pra nikah tidak berat 
sebelah (timpang) sehingga diantara pasangan masing-masing bisa 
mendapatkan keadilan sesuai kesepakatan didalam isi perjanjian tersebut. 
Dengan telah dibuatnya Perjanjian Pra nikah dihadapan Notaris 
yang anda percayai maka langkah selanjutnya surat Perjanjian Pra nikah 
tersebut yang telah anda tandatangani berdua haruslah juga dicatatkan pula 
dalam lembaga pencatatan perkawinan, yangartinya bahwa pada saat 
pernikahan dilangsungkan perjanjian pra nikah juga harus disahkan pula 
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oleh pegawai pencatat perkawinan (KUA mauapun Kantor Catatan Sipil) 
tempat dimana anda berdua melangsungkan perkawinan.  
Secara singkat, umumnya perjanjian pra nikah dibuat untuk 
memberikan kepentingan dan perlindungan hukum terhadap masing-
masing pasangan dengan tujuan melindungi atau memproteksi harta 
bawaan masing-masing, suami ataupun istri, sepanjang bahwa isi dari 
surat perjanjian Pra nikah tersebut tidaklah bertentangan dengan ketertiban 
umum, kesusilaan, hukum dan agama. 
B. Dasar Hukum Perjanjian Pra Nikah 
Adapun dasar – dasar hukum yang mengatur perjanjian pra nikah 
terdapat pada Pasal 139 sampai dengan Pasal 154 BAB VII tentang Perjanjian 
Kawin dalam KUHPerdata yang secara umum mengatur bahwa para calon 
suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan 
perundang–undangan mengenai harta bersama dengan catatan hal tersebut 
tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum.7 
Perjanjian ini tidak dapat mengurangi hak–hak yang bersumber pada 
kekuasaan suami sebagai suami, sebagai bapak tidak pula bahwa hak–hak 
yang oleh undang-undang  diberikan kepada yang masih hidup. Perjanjian 
kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung dan 
menjadi batal apabila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian ini akan mulai 
berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain 
untuk itu.  
                                                             
7Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum 
Indonesia, (Jakarta: Gama Insani Press2010), h. 3. 
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Pada pasal 29 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan itu berlangsung, 
kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian 
tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya 
berlaku juga terhadap pihak ketiga yang tersangkut.8 Pasal ini berbunyi 
bahwa: 
1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas 
persetujuan bersamadapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan 
oleh pegawai pencatat perkawina. Setelahmasa isinya berlaku juga 
terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. 
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas 
hukum, agama dan kesusilaan. 
3. Perjanjian tersebuat berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat 
diubah,kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk 
mengubah danperubahan tidak merugikan pihak ketiga. 
Penjelasan pasal 29 tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam 
pasal ini tidak termasuk taklik talak. Namun dalam Peraturan Menteri Agama 
Nomor 3 Tahun 1975 pasal 11 menyebutkan satu aturan yang bertolak 
belakang yaitu: 
1. Calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak 
bertentangan dengan hukumislam. 
                                                             
8M. Anshary, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-masalah Krusial), 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 9.  
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2. Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah apabila perjanjian itu 
diucapkan danditandatangani suami setelah akad nikah dilangsungkan. 
3. Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.Yang menarik adalah 
kompilasi menggaris bawahi pasal 11 Peraturan Menteri Agama tersebut. 
Kompilasi sendiri memuat 8 pasal tentang perjanjian perkawinan yaitu 
pasal 45sampai dengan pasal 52.Kedua calaon mempelai dapat 
mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak 
danPerjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hokum islam.Jadi 
praktis perjanjian perkawinan seperti dijelaskan dalam penjelasan pasal 29 
Undang-undang No. 1 tahun 1974, telah diubah atau setidaknya diterapkan 
bahwa taklik talak termasuk salah satu macam perjanjian perkawinan, 
dalam kompilasi dan detail-detailnyadikemukakan. 
Pasal 46 kompilasi lebih jauh mengatur: 
1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam. 
2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul terjadi kemudian 
tidak dengansendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, 
isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. 
3. Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap 
perkawinan, akantetapi sekali talak talik sudah diperjanjikan tidak dapat 
dicabut kembali. 
Ayat 3 diatas sepintas bertentangan dengan pasal 29 Undang-undang 
perkawinan ayat 4yang mengatur bahwa selama perkawinan berlangsung 
perjanjian tidak dapat diubah kecualiada persetujuan kedua belah pihak dan 
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tidak merugikan pihak ketiga. Dari sinilah makadalam penjelasannya 
disebutkan tidak termasuk talik talak.Karena naskah yang sudahditandatangani 
suami.Oleh karena itu pula, perjanjian talik talak sekali sudah 
diperjanjikantidak dapat dicabut kembali. 
C. Definisi Perjanjian Pra Nikah 
Menurut K.H. Ovied R.yang merupakan wakil ketua Dewan Fatwa 
Al- Washliyah periode 2015-2020dalam Wasit Aulawi.Mengemukakan 
pendapat yang berbeda tentang perjanjian pra nikah. Perjanjian pra nikah 
adalah budaya barat yang diadopsi oleh sebagian masyarakat islam di Negara-
negara islam dan semakin berkembang. Ini disebabkan karena nilai-nilai luhur 
budaya terutama nilai-nilai agama sudah luntur dan jauh dari pengamalan 
masyarakat islam itu sendiri.9 
Menurut Tina Mariam dalam Syarifuddin Amir, perjanjian pra nikah 
adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan 
mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, isinya mengenai masalah 
pembagian harta kekayaan diantara suami isteri dan apa saja yang menjadi 
milik suami atau isteri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami atau 
isteri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa 
membedakan yang mana harta calon isteri dan yang mana harta calon suami, 
jika terjadi perceraian atau kematian terhadap salah satu pasangan.10 
 
 
                                                             
9Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Jakarta: Bintang Bulan, 2007), h. 20. 
10Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia., (Jakarta: Prenada Media 
Grup, 2009), h. 17. 
17 
 
D. Manfaat Perjanjian Pra Nikah 
Manfaat dari perjanjian pranikah adalah dapat mengatur 
penyelesaian dari masalah yang mungkin akan timbul selama masa 
perkawinan, antara lain sebagai berikut: 
1. Tentang pemisahan harta kekayaan, jadi tidak ada ada harta gono gini. 
Syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan, kalau setelah menikah baru 
dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan 
perkawinan. Kalau sudah menikah, sudah tidak bisa lagi bikin pisah harta. 
Semuanya menjadi harta gono gini.  
2. Dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja membuat 
perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian pranikah bisa dicapai 
kesepakatan tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-
aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi 
perpisahan, perceraian, atau kematian.  
3. Tentang pemisahan hutang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur 
mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak 
yang membawa atau mengadakan hutang itu. Hutang yang dimaksud 
adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, 
setelah perceraian, bahkan kematian. 
4. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut. Terutama 
mengenai masalah biaya hidup anak, juga biaya pendidikannya harus 
diatur sedemikian rupa, berapa besar kontribusi masing-masing orangtua, 
dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin. 
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E. Isi Perjanjian Pra Nikah 
Isi perjanjian pra nikah diserahkan pada pihak calon pasangan yang 
akan menikah dengan syarat isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban 
umum, kesusilaan, hukum dan agama.11 
Hal-hal yang tidak dapat dimuat dalam perjanjian pra nikah: 
1. Pasal 139 BW tidak boleh bertentangan tertib umum dan kesusilaan. 
Jadidiumpamakan  tidak boleh diperjanjikan bahwa isteri tidak boleh 
menuntut perceraian. 
2. Pasal 140 BW : 
a) Tidak boleh melanggar hak material dari suami (hak suami didalam 
statusnya sebagaisuami). 
b) Tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua (menurut pasal 300, 
kekuasaan orang tuadilakukan oleh suami). 
c) Tidak boleh melanggar hak yang diberikan Undan-undang kepada 
suami/isteri yang hiduppaling lama.ini yang mengenai hak waris dari 
suami/isteri (pasal 852a). 
d) Tidak boleh melanggar hak suami di dalam statusnya sebagai kepala 
rumah tangga, didalam hal ini ada pengecualian, yaitu isteri dapat 
mengadakan syarat bahwa ia berhak mengurus harta kekayaan dan 
menikmati penghasilannya sendiri.  
3. Pasal 141 BW, tidak boleh melepaskan haknya atas legitime portie(hak 
mutlak) ataswarisan dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan 
                                                             
11H. S. A. Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), (Bandung: Mandar 
Maju, 2010), h. 19. 
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dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan dari keturunannya. 
Pasal ini sebetulnya tidak perlu, karena soal legitimeportie tidak dapat 
diatur dalam undang-undang. 
4. Pasal 142 BW, tidak boleh diperjanjikan bahwa bagian hutang yang jatuh 
kepada salahsatu pihak, ditentuka lebih besar dari bagian keuntungannya.  
5. Pasal 143 BW, tidak bolehdiperjanjikan dengan kata-kata umum bahwa 
ikatan perkawinan harus tunduk pada ketentan-ketentuan di luar negeri, 
adat kebiasaan atau peraturan daerah. 
Bahwa perjanjian pra nikah dasarnya adalah bentuk kesepakatan 
maka ia termasuk dalam hukum perjanjian buku III KUHPerdata, 
sebagaimana pasal 1338 yaitu para pihak yang berjanji bebas membuat 
perjanjian selama tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan undang-
undang. 
Perjanjian Pra nikah berisi pengaturan penyelesaian dari masalah 
yang akan timbul selama masa perkawinan, antara lain:12 
1. Tentang pemisahan harta kekayaan. Pemisahan harta kekayaan yang 
diperoleh sebelum pernikahan yaitu segala harta benda yang diperoleh 
sebelum pernikahan dilangsungkan atau yang biasa disebut harta bawaan 
yang didalamnya bisa termasuk harta warisan atau hibah, disebutkan 
dalam harta apa saja yang sebelumnya dimiliki suami atau isteri.   
2. Pemisahan utang. Dalam perjanjian pra nikah diatur juga mengenai 
masalah utang yang akan menjadi tanggungan dari pihak yang membawa 
                                                             
12Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta, Pustaka Amani, 2009), h. 12. 
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atau mengadakan utang tersebut. Utang yang dimaksud adalah utang yang 
terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian 
bahkan kematian. 
3. Tidak terbatas pada masalah keuangan saja, isi perjanjian pra nikah dapat 
meliputi hal-hal yang dapat berpotensi menimbulkan masalah selama 
perkawinan, antara lain hak dan kewajiban suami istri selama perkawinan, 
tentang pekerjaan, tentang para pihak tidak boleh melakukan hal-hal 
sebagaimana diatur dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak 
adanya percampuran harta pendapatan maupun asset-aset, baik selama 
pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian 
ataupun kematian, juga tentang warisan dan hibah. 
4. Pada perjanjian pra nikah juga dapat menyebutkan tentang tanggung jawab 
terhadap anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan, baik dari segi 
pengeluaran sehari-hari maupun dari segi pendidikan. Walaupun pada 
prinsipnya semua orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan, 
kesehatan dan tumbuh kembang anak, sehingga isteri juga ikut 
bertanggung jawab dalam hal ini, itu semua dapat disepakati demi 
kepentingan anak. 
5. Dapat pula diperjanjikan bahwa bagi pihak yang melakukan poligami 
diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah 
tangga bagi istri yang akan dinikahinya. 
Persoalan poligami sampai saat ini masih kontroversial dalam 
masyarakat muslim. Pencantuman point poligami dalam perjanjian 
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pranikah menjadi penting dalam upaya melindungi perempuan.Di negara 
Barat, poligami adalah sesuatu yang dilarang (illegal). Begitu juga di 
Kanada, melakukan poligami adalah sesuatu yang dilarang oleh negara, 
meskipun demikian perempuan muslim di Kanada dianjurkan untuk 
memasukan point poligami sebagai bentuk ketidakrelaannya dipoligami 
dalam perjanjian pranikah. Point ini penting masuk perjanjian pranikah 
juga sebagai antisipasi apabila pasangan muslim tersebut pindah 
kewarganegaraan, yang di negara tersebut tidak ada larangan poligami. 
Tidak kalah pentingnya perjanjian pranikah tersebut dilakukan di hadapan 
pemimpin agama dan didampingi oleh masing-masing pengacaranya 
sehingga perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum. 
Di Indonesia, poligami juga menjadi perdebatan, khususnya yang 
berkaitan dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Amrie Hakim, perjanjian 
perkawinan yang bermaterikan tentang suami untuk berpoligami menjadi 
penting. Hal ini jika dikaitkan dengan kenyataan banyak pasangan suami-
istri yang bercerai dikarenakan suami terbukti berpoligami sebagaimana 
tabel di pendahuluan. Imam Hambali berpendapat apabila, seorang suami 
mensyaratkan atas dirinya bahwa dirinya tidak akan menikah dengan 
wanita lain (poligami), maka sahlah akadnya dan syarat yang ditetapkan 
tersebut. Konsekuensinya adalah suami wajib memenuhi syarat tersebut, 




Adapun Imam Hanafi, Syafi‟i, dan Maliki berpendapat syarat tidak 
berpoligami bagi suami menjadi batal walaupun akan nikahnya tetap sah. 
Namun, keadaan seperti ini, Syafi‟i dan Hanafi mengatakan suami wajib 
memberi mahar mishil, yaitu yang lazim bagi wanita, bukan mahar 
musamma, yaitu mahar yang disepakati bersama. 
Menurut As-Sayyid Sâbiq bahwa penghormatan terhadap suatu 
perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengaruhnya positif 
dan peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian, dan sangat 
urgen dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan, dan 
menciptakan kerukunan.Dalam bentuk apapun, pelanggaran terhadap janji 
dianggap sebagai dosa besar yang perlu diberikan sanksi dan kemurkaan 
karena menempati janji merupakan salah satu pertanda kesempurnaan 
kepribadian dan harga diri, serta suatu lambang keadilan. 
Dari berbagai pendapat, sebagaimana pada kajian pada bab 
terdahulu bahwa dalam perkembangan di kalangan muslimin, banyak yang 
berpoligami. Namun, di sisi lain banyak perceraian yang disebabkan 
adanya poligami. Kemudian poligami yang banyak dilakukan pada 
dasarnya melalui persyaratan yang sangat ketat, yaitu suami yang akan 
melakukan poligami harus mempunyai sifat „adil yang komprehensif, 
dalam pembagian kasih sayang terhadap keluarga, dan dalam pembagian 
nafkah lahir batin. Fakta lain, bahwa poligami yang telah dilakukan oleh 
umat muslim lebih mengarah pada indikasi untuk memperlakukan 
perempuan yang menjadi istri sebagai sex provider, istilah yang dipakai 
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oleh Amrie Hakim untuk menggambarkan akibat dari praktik poligami. 
Pendapat yang lain, seperti pendapat Sholahudin Wachid, juga 
mengatakan poligami sebagai sesuatu yang darurat dan sangat ketat 
kebolehannya, maka menurut penyusun bahwa seorang calon istri 
mengajukan persyaratan kepada calon suami untuk tidak berpoligami 
menjadi sesuatu yang boleh. Dari beberapa pendapat di atas, maka untuk 
mencegah poligami dan menjaga harmonisasi suatu keluarga solusi dapat 
dilakukan dengan perjanjian pranikah yang dapat disetujui oleh sepasang 
suamiistri. Walaupun ini dilakukan seperti kurang etis, namun mencegah 
hal yang buruk karena istri tidak ingin dimadu daripada mencari kebaikan 
dengan berpoligami, tetapi akan menimbulkan keretakan keluarga itu 
harus diutamakan dan dipertegas dengan perjanjian pranikah.  
F. Pihak-pihak Dalam Perjanjian Pra Nikah. 
Pihak-pihak yang melakukan perjanjian pra nikah adalah harus cakap 
hukum, yaitu yang berumur 18 tahun untuk lelaki dan 15 tahun untuk 
perempuan dan dibantu oleh orang-orang yang memberikan izin atas 
perkawinannya(Pasal151 BW) Jika diadakan perjanjian kawin, maka ada tiga 
jenis harta kekeyaan: 
1. Harta persatuan 
2. Harta suami pribadi 





Pengelompokan harta pribadi terdiri dari: 
1. Barang bergerak atau piutang karena surat bawa(toonder) sebelum adanya 
perkawinan.Barang-barang ini asalnya dapat dilihat dalam perjanjian 
kawin atau dalam daftar yangdilampirkan pada perjanjian itu(pasal 165).  
2. Barang tak bergerak atau piutang atas nama atau karena surat tunjuk 
(order) sebelumadanya perkawinan.Barang dan piutang ini dapat diketahui 
asalnya karena ditulis atas aktanya atausuratpiutang. 
3. Barang bergerak yang didapat karena hibah atau warisan sepanjang 
perkawinan dapatdibuktikan dengan surat pretelan mengenai barang 
itu.Jika barang semacam itu jath ketangan suami dan pretelan tidak ada, 
maka barang itutidak boleh dianggap sebagai milik pribadi suami, tetapi 
jatuh pada persatuan.Di dalam hal barang itu jatuh pada isteri, sedang 
tidak ada pretelan, isteri ataukeluarganya dapat membuktikan asal barang 
itu, dengan mendatangkan saksi dan bila perlujuga dengan adanya 
pengetahuan umum. Dan jika pembuktian itu tidak dapat diadakan 
makabarang itu jatuh pada persatuan (pasal 166). 
4. Barang tak bergerak dan surat berharga atas nama atau surat tunjuk (order) 
yang didapatsepanjang perkawinan itu apabila dapat di peroleh keterangan 
itu berasal dari milik pribadi salah satu pihak. Apabila keterangan ini tidak 
ada maka barang itu jatuh pada persatuan (pasal159). Kemudian kedua 
belah pihak bersepakat untuk memisahkan segala macamharta, utang dan 
penghasilan yang diperoleh, baik sebelum perkawainan maupun 
sesudahnya.Jika terjadi perceraian , tidak ada lagi pembagian harta gono-
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gini karena telah memperjanjikanpemisahan harta,utang dan penghasilan 
selama masa perkawinan. 
G. Langkah–langkah Dalam Pembuatan Sebuah Surat Perjanjian Pra Nikah  
1. Sampaikan Maksud Keinginan Anda dan Pasangan. 
Anda dan pasangan bisa menuliskan semua hal yang dapat 
dituangkan dalam perjanjian tersebut. Sebagai contohnya, dalam surat 
perjanjian pra nikah yang dibuat pasangan selebriti Rafi Ahmad dan 
Nagita Slavina di dalam surat perjanjian pra nikah, Nagita Slavina 
menuliskan keinginannya untuk dibelikan sebuah mobil mercury apabila 
Rafi Ahmad kedapatan selingkuh.13 
2. Konsultasikan dengan Notaris    
Setelah anda dan pasangan telah menuliskan semua hal yang 
dituangkan dalam perjanjian pra nikah tersebut, surat tersebut dibawa ke 
Notaris untuk disahkan. Untuk pembuatan perjanjian pra nikah tidak perlu 
datang ke Pengadilan karena Notaris sudah memiliki kekuatan hukum.14 
3. Perjanjian Pra Nikah Dapat Diubah 
Setelah surat perjanjian pra nikah tersebut dibawa ke Notaris, pihak 
yang memiliki wewenang tersebut menyusun kalimat sesuai dengan 
standar baku suatu perjanjian dalam format perjanjian pra nikah. Anda dan 
pasangan dapat mengubahnya sebelum disahkan menjadi akta. 
                                                             
13Didi Jubaidi Ismail,Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Allah, (Bandung: 
Pustaka Setia, 2006), h. 26. 
14Soemiyati,Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta, 
Liberty, 2007), h. 19. 
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4. Perjanjian Pra Nikah dalam Bentuk Akta Dibawa Ke Lembaga 
Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) 
Perjanjian pra nikah dibawa ke Lembaga Catatan Sipil atau KUA 
untuk didaftarkan karena perjanjian ini harus diserahkan sebelum ijab 
Kabul. 
Menurut Mazhab Hanafi, sebagaimana dikutip oleh Kamil Musa 
bahwa persyaratan yang diajukan oleh calon istri tidak wajib dilakukan oleh 
suami, dan tidak akan mempengaruhi akad nikah itu, baik dari segi 
ketidakabsahan maupun kelangsungan akad tersebut. Akad nikah tersebut 
tetap berlaku, jika suami dapat melakukan persyaratan tersebut, hal ini tidak 
menjadi problem.Namun, jika suami ternyata tidak menepatinya, maka suami 
harus berusaha membayar mahar yang telah diucapkannya. Misalnya, suami 
mengungkapkan untuk membayar mahar tertentu disertai syarat yang 
menguntungkan istrinya, misalnya suami tidak akan keluar dari desanya, tidak 
akan menikah lagi, atau tidak akan menceraikannya. Apabila suami dapat 
memenuhi persyaratan tersebut, itu semua dianggap sebagai mahar. Akan 
tetapi, jika tidak dapat melaksanakan persyaratan tersebut, sebaiknya suami 
memilih mahar yang lain. 
Menurut Imam Syafi‟i, persyaratan harus logis dan dapat dipenuhi dan 
tidak melenceng dari tujuan pernikahan. Seperti jika istri mengajukan 
persyaratan kepada suaminya untuk tidak memindahkannya dari tempat 
tinggalnya maka persyaratan ini batal, namun akad nikahnya tetap berlaku. 
Akan tetapi, jika perjanjian tersebut bertentangan dengan keharusan dalam 
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akad nikah seperti suami tidak akan mendapat bagian rumah sebagaimana 
yang didapat dari calon istri, maka perjanjian tersebut batal dan akad nikahnya 
pun batal. 
Sebelum akad nikah dilakakukan, Pegawai Pencatat perlu meneliti 
dengan cermat perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua calon mempelai, 
baik secara material atau isiperjanjian itu, maupun teknis bagaimana 
perjanjian itu telah disepakati oleh mereka bersama.Sejauh perjanjian itu 
berupa taklik talak.Menteri agama telah mengaturnya.Adapun teks (sighat) 
taklik talak yang diucapkan suami sesudah dilangsungkan akad nikah adalah 
sebagai berikut.Sesudah akad nikah, saya…..bin….berjanji dengan sesunguh 
hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan 
saya akan pergauli istri saya bernama….binti….dengan baik (mu‟asyarah bil 
ma‟ruf) menurut ajaran syari‟at Islam.Selanjutnya saya mengucapkan sighat 
taklik talak atas isteri saya itu seperti berkut.Sewaktu-waktu saya: 
1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut, 
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, 
3. Atau saya mengikuti badan/jasmani isteri saya itu, 
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan 
lamanya. 
Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada 
Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu dan 
pengaduan dibenarkan serta diterimaoleh pengadilan atau petugas tersebut, 
dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) 
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sebagaiiwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya 
satukepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan 
untuk menerima uangiwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikanya 
untuk ibadah sosial. 
Apabila kemudian hari, salah satu pihak tidak melaksanakan isi 
perjanjian pra nikah tersebut atau ingkar janji maka: 
1. Perjanjian pra nikah yang dibuat dibawah tangan ini adalah perjanjian-
perjanjian yang hanya dibuat oleh para pihak sendiri. Dalam perjanjian 
bawah tangan, maka para pihak akan saling beradu argument dan beradu 
bukti untuk membuktikan manakah yang benar, dan semua akan 
tergantung pada penilaian Hakim. 
2. Perjanjian pra nikah yang dibuat dengan Akta Notaris adalah perjanjian 
yang dibuat dihadapan notaris. Perbedaan antara keduanya adalah pada 
kekuatan hukumnya. Perjanjian yang dibuat dalam Akta Notaris, 
mempunyai kekuatan hukum sempurna, karena dibuat dalam bentuk Akta 
Otentik. Yang artinya apa yang tercantum dalam Akta tersebut harus 
dianggap benar adanya, sampai ada pihak (biasanya pihak lawan) yang 
dapat membuktikan bahwa apa yang tercantum dalam akta tersebut tidak 
benar. Jadi pembuktian sebaliknya terhadap isi akta tersebut dibebankan 
kepada pihak yang mengklaim bahwa apa yang termuat di dalam isi akta 
tersebut tidak benar. 
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3.  Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa Akta Notaris memang lebih 
memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat daripada hanya sekadar 
Perjanjian bawah tangan. 
Suatu perjanjian pra nikah bisa dicabut oleh pihak yang melakukan 
perjanjian asalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.Seperti 
dikatakan dalam 29 ayat 4 UU Perkawinan “selama perkawina berlangsung 
perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada 
persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.Hal 
yang sama dikatakan dalam Pasal 50 ayat 2 KHI; “Perjanjian perkawinan 
mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib 
mendaftarkannya di kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan 
tersebut dilangsungkan‟ dan Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai 
harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya 
dengan pihak ketiga ( Pasal 50 ayat 5 KHI). 
Bahwa sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada 
suami dan isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak 
tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami isteri dalam suatu surat kabar 
setempat (Pasal 50 ayat 3 KHI).Apabila dalam tempo 6(enam) bulan 
pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan 
dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat pada pihak ketiga ( pasal 50 ayat 
4 KHI ).Esensi pencabutan perjanjian pra nikah juga sejalan dengan ketentuan 
pasal 1338 KUHPer perjanjian tidak bisa dibatalkan kecuali atas dasar 
kesepakatan keduabelah pihak. 
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H. AnalisisAyat-Ayat Perjanjian Pra Nikah Dalam Al-Qur’an  
1. Analisis Kebahasaan 
Dalam Al-Qur‟an terdapat berbagai ayat yang menjelaskan 
tentang perjanjian nikah yaitu:15 





Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 
isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-
laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang 
dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama 
lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu 
menjaga dan mengawasi kamu. 
 





Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian 
jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang 
                                                             
15Abdul Adzmin,Hukum-hukum dari Al-qur’an dan Hadis, (Jakarta: Pustaka firdaus, 
2009), h. 23. 
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saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih 
dekat kepada tidak berbuat aniaya. 
 
c. Al-qu‟an surah An-Nisa ayat 20-2116 
 
Terjemahnya: 
Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang 
kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang 
banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang 
sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan 





Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu 
telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan 
mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. 
 





Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk 
(menerima) perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka. Dan kami 
perintahkan kepada mereka: "Masuklah pintu gerbang itu sambil 
bersujud", dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka: "Janganlah kamu 
                                                             
16Muhammad Amin Suma,Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2010), h. 28. 
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melanggar peraturan mengenai hari Sabtu", dan Kami telah mengambil 
dari mereka perjanjian yang kokoh 
 





Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-
langkah syaitan.Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, 
maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang 
keji dan yang mungkar.Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan 
rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu 
bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, 
tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya.Dan Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui. 
 




Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 
dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah 
akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas 







                                                             
17Ahmad Mudjab Mahalli, Wahai Pemuda Menikahlah, (Yogyakarta, Menara Kudus, 
2002), h. 35. 
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Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami 
angkatkan gunung (Thursina) di atasmu (seraya Kami berfirman): 
"Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepadamu dan ingatlah 
selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa 
 






Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) 
petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan 
perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada 
Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, 
disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan 
mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut 
kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku.Dan janganlah kamu 
menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang 
tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu 
adalah orang-orang yang kafir. 
 
i. Al-qur‟an surah Ar‟rum ayat 2118 
 
 
                                                             
18Ahmad Al-Ghundur, Hukum dari al-qur’an dan hadis, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 




Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih 
dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. 
j. Al-qur‟an surah Adz-Dzariyaat ayat 4919 
 
Terjemahnya: 
Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 
mengingat akan kebesaran Allah. 
 
2. Analisis Eksegesis 
Berdasarkan ayat-ayat di atas berkaitan dengan perjanjian, hanya 
terdapat lima ayat yang berkaitan langsung dengan perjanjian pra nikah 
tersebut yaitu, Q.S An-Nisa ayat 3, Q.S An-Nisa ayat 20-21, Q.S Ar-Rum 
ayat 21, Q.S An-Nur ayat 32 dan Q.S Adz-Dzariyaat ayat 49. 
Penjelasan dalam Q.S An-Nisa ayat 3 bahwa:20 
a. Wa in khiftum allaa tuqsi-thuu fil yataamaa fankihuu maa thaaba 
lakum minan nisaa-i mats-naa wa tsulaa-tsa wa rubaa’a.  
Jika kamu merasa takut tidak akan mampu berbuat adil, maka 
janganlah kamu menikahi mereka (anak yatim). Tetapi nikahilah 
perempuan-perempuan lain yang kau cintai, dua, tiga atau empat.Jika 
kamu khawatir tidak akan bisa berbuat adil setelah kamu menikahi 
perempuan yatim, sedangkan kamu menjadi walinya, apalagi 
kamu (khawatir)akan menghabiskan hartanya, maka janganlah kamu 
beristeri dengan perempuan yatim. Tetapi kamu juga jangan 
menghalangi mereka menikah. Kamu tentu akan memperoleh jalan 
                                                             
19Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2010), h. 14. 
20Agus Salim, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), (Jakarta, Pustaka Amani, 
2010), h. 17.  
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untuk beristeri dengan perempuan-perempuan lain, seorang, dua 
orang, tiga, atau empat orang. 
b. Fa in khiftum allaa ta’diluu fa waahidatan. 
Jika kamu takut tidak akan mampu berbuat adil di antara isteri-
isterimu, maka nikahilah seorang saja.Akan tetapi jika 
kamu khawatir tidak bisa berlaku adil seandainya menikahi dua orang, 
tiga, atau sampai empat orang isteri,maka hendaklah kamu beristeri 
satu orang saja.  
c. Au maa malakat aimaanukum . 
Nikahilah perempuan-perempuanyang kamu miliki.Jika kamu 
tidak mungkin bisa berlaku adil di antara isteri-isterimu yang merdeka 
(bukan budak), maka cukuplah beristeri seorang saja yang 
merdeka.Atau nikahilah budak-budak yang kamu miliki (ini berlaku 
semasa zaman perbudakan belum dihapuskan). 
d. Dzaalika adnaa allaa ta ’uuluu . 
Beristeri satu lebih dekat bagimuuntuk tidak berlaku 
curang.Mencukupkan diri beristeri satu dengan perempuan merdeka 
ataumencukupkan diri dengan budak-budak yang dimiliki lebih dekat 
kepada perilaku tidak curang. Beristeri banyak sesungguhnya tidak 
diperbolehkan, kecuali dalam keadaan darurat, dan sangat kecil 
kemudaratannya 
 
Penjelasan dalam Q.S An-Nisa ayat 20-21 bahwa.21 
a. Bila ada seorang suami menceraikan istrinya dan mengganti dengan 
istri yang lain, hal itu secara prinsip boleh saja. Akan tetapi, dia tidak 
boleh mengambil mahar yang telah dia berikan kepada istrinya 
meskipun maharnya dulu banyak sekali. Cara suami untuk mengambil 
mahar bisa bermacam-macam. Bisa dengan mengatakan kedustaan 
kepada istri atau menzhaliminya sehingga dia tidak kuat dan 
mengembalikan mahar yang telah diberikan suaminya dulu. Atau 
                                                             




dalam kondisi terpaksa (yang dibuat oleh suami) sang istri meminta 
talak kepada suami. Dalam kondisi apapun sang suami haram 
meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada Istri. Kecuali 
sang istri berbuat zina dan semacamnya, sebagaimana diterangkan 
ayat sebelumnya. 
b. Di ayat ini Allah ingin menyadarkan orang-orang beriman dengan 
sebuah pertanyaan: bagaimana kalian tega mengambil kembali mahar 
yang telah kalian berikan kepada istri-istri kalian, padahal kalian 
sudah saling berhubungan suami istri, tak ada rahasia lagi di antara 
kalian, kalian tahu detil tentang dirinya dan dirinya pun begitu? 
Sungguh tidak pantas dan tidak dapat dinalar bila kalian mengambil 
kembali apa yang digunakan untuk menghalalkan farjinya (mas 
kawin) dan kalian juga sudah dijanji dengan janji yang kuat saat 
kalian mengatakan “Qabiltu nikahaha wa tazwiijaha bi mahrin kadza 
wa kadza (telah aku terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar 
begini dan begini...)”. Maka dengan alasan apapun, suami tidak boleh 
berbuat dhalim terhadap istri, baik dalam kondisi dipertahankan 
sebagai istri atau dilepas. 
Penjelasan Q.S Ar-Rum ayat 21 bahwa.22 
a. Sakinah. Yaitu perasaan nyaman, cenderung, tentram atau tenang 
kepada yang dicintai. 
                                                             
22Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum 
Adat, Hukum Agraria, (Bandung: Mandar Maju, 2010), h. 62. 
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b. Mawadah. Mawadah adalah perasaan ingin bersatu atau bersama. 
Imam As-Sayuthi dalam Tafsir Dur Mantsur (11/595) dari riwayat Ibn 
Al-Mundzir dan Ibn Abi Hatim, dari Al-Hasan rahimahullahu tentang 
firman Allah : “.. dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah”, beliau 
berkata, “al-jima”. Demikian pula menurut Mujahid dan Ikrimah, 
sebagaimana dituliskan Imam Ibn Hayan Al-Andalusi dalam Tafsir 
Al-Bahr Al-Muhyith (9/77) dan lainnya. Aku katakana Dalam jima 
(persetubuhan) memang secara lahir bisa terwujud kebersamaan, 
dengan suatu perjanjian yang terkuat yaitu nikah (Qs. an-Nisaa‟ 21). 
Rasulullah shallallahu‟alaihi wasalam bersabda yang Artinya “Tidak 
ada yang bisa dilihat (lebih indah/lebih baik oleh) orang-orang yang 
saling mencintai seperti halnya pernikahan”. Al-Qur‟an juga 
menegaskan hubungan antara mawadah dan keinginan bersama yang 
Artinya “Dan sungguh jika kamu beroleh karunia (kemenangan) dari 
Allah, tentulah dia mengatakan seolah-olah belum pernah ada 
mawadah antara kamu dengan dia: “Wahai, kiranya saya ada 
bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar 
(pula)” [An-Nissa 73]. 
c. Al-mahabah. Al-Hafizh Ibn Katsir dalam Tafsirnya (6/309) tentang 
ayat, “…dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah…”. Beliau berkata, 
“(yaitu) al-mahabah”. Seperti itu yang dikutip Imam Al-Qurthubi 
dalam Tafsir (14/17), dari perkataan Ibn Abbas radhiyallahu‟anhu. 
Ada yang mengartikan al-mahabah, sebagai perasaan yang membuat 
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buta untuk selain dia dan tuli bagi selain dia. Seperti dalam satu hadits 
yang Artinya Kecintaanmu kepada sesuatu membuat buta dan tuli.23 
d. Rahmah. Rahmah adalah kasih sayang dan kelembutan, timbul 
terutama karena ada ikatan. Seperti cinta antar orang yang bertalian 
darah, cinta orang tua terhadap anaknya, atau sebaliknya. 
Sebagaimana tafsir yang disebutkan Imam As-Sayuthidalam Tafsir 
Dur Mantsur (11/595), riwayat Ibn Al-Mundzir dan Ibn Abi Hatim, 
dari Al-Hasan rahimahullau tentang firman Allah : “… dan rahmah”, 
Al-Hasan berkata, “al-walad (anak)”. Demikian pula menurut 
Mujahid dan Ikrimah, sebagaimana dituliskan Imam Ibn Hayan Al-
Andalusi dalam Tafsir Al-Bahr Al-Muhyith (9/77) dan lainnya. 
e. Ar-ra‟fah. Al-Hafizh Ibn Katsir dalam Tafsirnya (6/309) berkata, “… 
menjadikan diantara keduanya (suami dan istri) mawadah yaitu al-
mahabah, dan rahmah yaitu ar-ra‟fah ”. Ar-ra‟fah adalah perasaan 
yang bisa mengalahkan norma-norma kebenaran. Sebagaimana 
diingatkan oleh Allah Ta‟ala tentang hukuman bagi pezina“… dan 
janganlah ra‟fah kepada keduanya mencegah kamu untuk 
(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan 
hari akhirat [an-nur 2]. 
f. Asy-syafaqah. Imam Al-Mawardi dalam Tafsir (3/315), berkata: 
“Sesungguhnya al-mawadah (adalah) al-mahabah, dan ar-rahmah 
(adalah) asy-syafaqah, berkata seperti itu As-Sa‟di”. Asy-syafaqah 
                                                             




adalah rasa kasih sayang dan belas kasihan yang timbul karena 
keadaan orang lain, atau karena ada kesamaan keadaan yang ia 
temukan pada orang lain. Sebagaimana Imam Tirmidzi dalam Sunan 
(4/325) berkata yang Artinya, Bab apa-apa yang datang dalam 
syafaqah (kasih sayang) antara muslim dengan muslim”, Lalu beliau 
menyebut 3 hadits, diantaranya (no. 1927) “Muslim itu saudaranya 
muslim yang lain…”, dan hadits (1928), “Muslim itu seperti sebuah 
bangunan…”. 
g. Ayat-ayat Allah. Maksudnya cinta adalah sebagian dari ayat-ayat 
Allah, firman Allah yang Artinya“… Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat ayat-ayat bagi kaum yang berpikir” 
[Ar-Rum 21]. Al-Hafizh Ibn Qayyim telah merangkum istilah-istilah 
cinta yang banyak macamnya dalam kitab Raudhah Al Muhibbin wa 
Nuhzah Al Musytaqin bagi yang ingin meluaskan pembahasan.24 
Penjelasan Q.S An-Nur ayat 32, bahwa, Hendaklah laki-laki yang 
tidak beristeri dan perempuan yang tidak bersuami, baik masih bujangan 
dan gadis ataupun telah duda dan janda, karena bercerai atau karena 
kematian salah satu suami atau isteri, hendaklah segera dicarikan 
jodohnya. Berkaitan dengan mengawinkan yang belum beristeri atau 
bersuami bukanlah lagi semata-mata urusan peribadi dari yang 
bersangkutan atau urusan rumah tangga dari orang tua kedua orang yang 
                                                             
24Abdurrahman, 2009, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Akademika 
pressindo, 2009), h. 29. 
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bersangkutan saja, tetapi menjadi urusan pula dari jamaah Islamiah, 
tegasnya masyarakat Islam yang mengelilingi orang itu.25 
Penjelasan Q.S Adz-Dzariyaat ayat 49, bahwa.Dalam pandangan 
Islam, pernikahan merupakan ketenangan, ketentraman, kelembutan, kasih 
sayang, perpaduan, pengertian, penyatuan antara laki-laki dan wanita.Oleh 
karenanya, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin untuk menikah dan 
memberikan perhatian khusus kepadanya.Islam menuntut generasi muda 









                                                             
25Muhammad Daud Ali,Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di 
Indonesia), (Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 50. 





A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) 
yaitu suatu penelitian yang datanya berupa teori, konsep pemikiran dan ide. 
Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari 
buku-buku literatur dengan cara mempelajari, menelaah dan meneliti 
permasalahan yang terkait dengan permasalahan yang terjadi, penelitian ini 
dapat juga dikatakan sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan 
kualitatif deskriptif. 
B. Pendekatan Penelitian 
Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan adalah studi 
pemikiran tokoh yaitu dengan pendekatan sosio histories yaitu penelitian yang 
berupaya memeriksa secara kritis peristiwa dan perkembangan masa lalu 
kemudian mengadakan interpretasi terhadap sumber–sumber informasi. 
C. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar 
untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode 
pengumpulan data dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan. Adapun 
teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian adalah dengan cara 
membaca, memahami dan menelaah serta menganalisa sumber-sumber data 
primer dan sekunder. 
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D. Metode Analisis Data 
1. Metode Deskriptif 
Metode deskriptif adalah usaha untuk mendeskripsikan dan 
menginterpretasikan mengenai apa yang ada tentang kondisi, pendapat 
yang sedang berlangsung serta akibat (efek) yang terjadi atau 
kecenderungan yang tengah berkembang. 
2. Metode Interpretatif 
Metode interpretatif adalah menyelami buku untuk dengan setepat 




















A. Pelaksanaan Perjanjian Pra nikah Di Indonesia. 
Indonesia yang merupakan negara yang terdiri dari berbagai 
etnis,suku, agama dan golongan.Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, 
Indonesia merupakan negara yang kompleks dan plural. Berbagai masysrakat 
ada di sini.Namun Indonesia dikenal sebagai negara yang memegang teguh 
adat ketimuran yang terkenal sopan dan sifat kekeluargaan yang tinggi.Namun 
dengan bergulirnya zaman dan peradaban, kehidupan masyarakat kini semakin 
kompleks dan rumit.27 
Dalam sebuah perkawinan masyrakat kita sejak dahulu mengenal 
adanya pencampuran harta perkawinan.Para mempelai tidak pernah 
mempermasalahkan mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling 
percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam penyatuan harta 
perkawinan.Perlahan budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan 
materialistis masuk ke Indonesia melalui para penjajah.Setelah berabad-abad 
pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia. 
Dengan adanya pengaruh globalisasi yang mementingkan semangat 
individualistis dan serakah mulai tertanam dalam watak dan jiwa bangsa. Oleh 
karena itu, banyak pasangan muda yang sering menyatakan dirinya sebagai 
orang modern, membuat surat perjanjian Pra nikah. Hal ini jelas sangat 
                                                             
27Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum 
Adat dan Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2010), h. 64. 
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bertentangan dengan nilai yang ada dalam masyarakat timur. Banyak 
pasangan yang kini melakukan perjanjian Pra nikah Dengan berbagai alasan 
mereka membuat perjanjian Pra nikah  kepada masing-masing pasangannya. 
Motivasi perkawinan Seorang manusia pasti memiliki keinginan 
untuk melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang 
diinginkannya.Perkawinan merupakan sebuah institusi yang sakral dan 
mulia.Perkawinan harus dilandaskan pada rasa saling mengasihi antara kedua 
mempelai.Dalam Undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan 
ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Melihat definisi perkawinan yang disebutkan dalam undang-undang 
di atas, kita dapat melihat bahwa dalam suatu perkawinan haruslah dilandasi 
dengan rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangan kita.Kita harus bisa 
memposisikan diri di tempat yang tepat.Sebagai suami berarti kita sebagai 
pelindung keluarga dan kepala rumah tangga.Seorang istri haruslah menjadi 
ibu yang baik dan pasangan yang mampu memahami  suaminya. 
Orang yang ingin melakukan perkawinan mempunyai motivasi 
tersendiri .Mereka melakukan perkawinan atas dasar pertimbangan yang 
matang. Ada beberapa motivasi dalam perkawinan yaitu:28 
1. Genetis 
2. Biologis 
                                                             
28Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta: 








Perjanjian Pra nikah dilakukan seacara tertulis atas persetujuan 
kedua belah pihak.Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para 
pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh 
melanggar perjanjian tersebut (1313BW).Para pihak harus menaaati perjanjian 
ini sebagaimana diatur dalam BW.Sebagai sebuah perjanjian maka bila salah 
satu pihak melakukan pelanggaran (inkar janji) dapat dilakukan gugatan baik 
gugatan cerai atau ganti rugi. 
Perjanjian Pra nikah biasanya disusun sebelum dilangsungkannya 
perkawinan. Hal ini bertujuan mengatur terlebih dahulu sebelum adanya 
pernikahan. Sehingga hak dan kewajiban para pihak akan menjadi jelas. 
Pembuatan perjanjian sebelum ada perkawinan  adalah agar perjanjian tersebut 
berlaku efektif ketika perkawinan tersebut dilangsungkan. Sebab ada 
kemungkinan jika perjanjian Pra nikah dilaksanakan setelah adanya 
perkawinan akan menjadi sebuah hal yang aneh. Karena masih saja 
memikirkan harta sedangkan sudah saling terikat.Hal ini berarti ada indikasi 
untuk melakukan perceraian atau memang sejak awal motivasi perkawinan 
tersebut adalah motivasi ekonomi atau politis. 
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Perjanjian Pra nikah harus disahkan petugas pencatatan 
perkawinan.Sebenarnya diperbolehkan untuk menyusun perjanjian secara 
pribadi atau hanya melibatkan pihak ketiga. Kemudian surat perjanjian 
tersebut diserahkan pada pagawai pencatatan untuk dilakukan pengesahan. 
Perjanjian Pra nikah yang dilakukan seperti itu dikatakan sah namun kekuatan 
hukumnya lemah.Oleh karena itu banyak pihak yang membuat perjanjian ini 
dihadapan Notaris dengan menggunakan akta Notariat.Jika perjanjian 
dilakukan dengan notaris maka kekuatan hukum perjanjian tersebut kuat dan 
tidak diragukan. 
Perjanjian Pra nikah tidak dapat dirubah secara sepihak melainkan 
harus ada kesepakatan kedua belah pihak untuk merubahnya.Manusia kadang 
berubah pikiran sehingga undang-undang perkawinan mengakomodir hal ini 
dalam ketentuan pasal 29 ayat (4) undang-undang perkawinan.Perubahan 
perjanjian juga tidak boleh melibatkan pihak ketiga dalam perjanjian. 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara Pengujian 
Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana 
tertuang dalam register putusan nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 oktober 
2016, yang mana kaidah normative yang dimohon judicial review, antara lain: 
1. Pasal 29 Ayat 1, Ayat 3 dan Ayat 4 UU. No. 1 Tahun 1974 
(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas 
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang 
disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya 
berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. 
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(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 
(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, 
kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan 
perubahan tidak merugikan pihak ketiga. 
2. Pasal 35 ayat 1 UU. No. 1 Tahun 1974 
(1) Harta berda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta 
bersama. 
Adapun putusan MK berkaitan dengan perkara di atas adalah: 
1. Pasal 29 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tertang perkawinan 
(lembar negera Republik Indoneia tahun 1974 nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019) bertentangan dengan 
undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang 
tidak dimaknai “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam 
ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersamadapat 
mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat 
perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak 
ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. 
2. Pasal 29 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tertang perkawinan 
(lembar negera Republik Indoneia tahun 1974 nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019) tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sepanjang tidak 
dimaknai “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan 
perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersamadapat mengajukan 
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perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau 
notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang 
pihak ketiga tersangkut. 
3. Pasal 29 ayat 3 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tertang perkawinan 
(lembar negera Republik Indoneia tahun 1974 nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019), bertentangan dengan 
undang-undang dasar Negara Republik Indonesia sepanjang tidak 
dimaknai “perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan 
dilangsungkan keculai ditentuka lain dalam perjanjian perkawinan”. 
B. Perjanjian Pra nikah  dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. 
1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pra Nikah  
Hukum islam walaupun tidak tegas dinyatakan sebelum atau 
ketika perkawinan berlangsung dapat diadakan perjanjian sebagai syarat 
perkawinan berdasarkan hadis Nabi. Namun dalam penerapan perjanjian 
itu terdapat perbedaan pendapat antara ulama mazhab Syafi‟I, Hanafi, 
Maliki dan Hambali perjanjian itu sebagai berikut: 
a. Perjanjian tentang perjanjian suami terhadap isteri ialah seperti membeli 
pakaian, memberi nafkah dan menyediakan rumah kediaman. Sepakat 
para ulama perjanjian ini wajib dipenuhi oleh suami terhadap isteri.  
b. Perjanjian bahwa isteri tidak boleh dikeluarkan dari rumah tangannya, 
tidak boleh dibawa merantau, isteri tidak boleh dimadu. Menurut imam 
Hambali perjanjian ini wajib dipenuhi suami, tetapi menurut Syafi‟I, 
Hanafi dan Maliki suami tidak wajib memenuhi perjanjian itu. 
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c. Perjanjian tentang suami harus menceraikan lebih dulu isteri yang ada 
untuk melangsungkan perkawinan yang baru. Sepakat para ulama tidak 
wajib dipenuhi, karena ada larangan dari nabi merubuhkan rumah 
tangga yang sudah ada. 
d. Perjanjian yang menyatakan bahwa mas kawin tidak akan dibayar 
suami, nafkah tidak diberikan suami, isteri tidak mendapat giliran yang 
sama, suami hanya semalam saja datang pada isteri dalam satu minggu, 
isteri yang akan menafkahi suami dan sebagainya. Sepakat para ulama 
perjanjian tersebut batal dengan sendirinya tidak wajib dipenuhi karena 
tidak sah. 
e. Perjanjian yang bersifat kawin sementara (seminggu atau dua minggu 
saja), nikah mut‟ah atau yang dinyatakan setelah bersetubuh boleh 
bercerai nikah muhallil atau perjanjian dimana suami terlebih dulu agar 
mengawinkan anak wanitanya dengan wali si wanita tanpa mas kawin 
atau nikah syighar. Perjanjian batal dengan sendirinya karena tidak sah. 
Pasal 45 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian 
perkawinan bahwa, kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian 
perkawinan dalam bentuk : 
a. Taklik talak  
b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam. 
Ayat 1 Pasal 46 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang 
perjanjian perkawinan bahwa, isi taklik talak tidak boleh bertentangan 
dengan hukum islam. Ayat 2 Pasal 46 Bab VII Kompilasi Hukum Islam 
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tentang perjanjian perkawinan bahwa, apabila keadaan yang disyaratkan 
dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya 
talak jatuh.Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan 
persoalannya ke Pengadilan Agama. Ayat 3 Bab VII Kompilasi Hukum 
Islam tentang perjanjian perkawinan bahwa, Perjanjian taklik talak bukan 
suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan akan tetapi 
sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut. 
Ayat 1 Pasal 47 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang 
perjanjian perkawinan bahwa, pada waktu atau sebelum perkawinan 
dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis 
yang disahkan Pegawai pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam 
perkawinan. Ayat 2 Pasal 47 Bab VII Kompilasi Hukum Islam tentang 
perjanjian perkawinan bahwa, perjanjian tersebut pada ayat 1 dapat 
meliputi percampuran harta pribadi dana pemisahan harta pencaharian 
masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum islam. 
Ayat 3 Pasal 47 Bab VIIKompilasi Hukum Islam tentang perjanjian 
perkawinan bahwa, disamping ketentuan dalam ayat 1 dan 2 isi perjanjian 
juga dapat berisi menetapkan kewenangan masing-masing untuk 
mengadakan ikatan hipotik atas harta bersama atau harta syarikat. 
Implikasi hukum yang ditumbulkan terhadap perjanjian pra nikah 




a. Terhadap Pemisahan Harta Bersama.29 
Ayat 1 pasal 48 KHI, apabila dibuat perjanjian perkawinan 
mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat maka perjanjian 
tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi 
kebutuhan rumah tangga. 
Ayat 2 pasal 48 KHI, apabila dibuat perjanjian perkawinan 
tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat 1 dianggap tetap terjadi 
pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami 
menanggung biaya kebutuhan rumah tangga. 
b. Terhadap Penggabungan Harta  
Ayat 1 pasal 49 KHI, perjanjian pencampuran harta pribadi 
dapat meliputi semua harta baik yang dibawa masing-masing ke dalam 
perkawinan maupun ang diperoleh masing-masing selama perkawinan. 
Ayat 2 pasal 49 KHI, tidak mengurangi ketentuan tersebut 
pada ayat 1 dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi 
hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan 
dilangungkan sehingga pencampuran ini tidak meliputi harta pribadi 
yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya. 
Ayat 1 pasal 50 KHI, perjanjian perkawina mengenai harta, 
mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal 
dilangsungkannya perkawinan dihadapan pegawai Pencatat Nikah.Ayat 2 
pasal 50 KHI, perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas 
                                                             
29Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta:  Pustaka Amani 2009), h. 14. 
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persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor 
Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. 
Ayat 4 pasal 50 KHI, apabila dalam tempo nam bulan 
pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan pendaftaran pencabutan 
dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.Ayat 5 
pasal 50 KHI, pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak 
boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak 
ketiga.30 
Pasal 51 KHI, pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi 
hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya 
sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. 
2. Pandangan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Pra Nikah 
a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
Perjanjian perkawinan menurut pasal 29 Bab V Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa: 
Pada waktu sebelum perjanjian berlangsung, kedua pihak atas 
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis 
yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah 
mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang 
pihak ketiga tersangkut. 
 
Berdasarkan pasal di atas, tidak jelas maksud dari perjanjian 
perkawinan tersebut. Perjanjian dalam pasal 29 ini jauh lebih sempit 
oleh karena hanya meliputi  Verbintenissen yang bersumber pada 
persetujuan saja Overenkomsten dan pada perbuatan yang tidak 
                                                             
30Id. at. 15. 
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melawan hukum. Jadi tidak meliputi Verbintenissen Uit De Wet Allen 
(perikatan yang bersumber dari Undang-undang).31 Dikatakan lebih 
sempit dikarenakan perjanjian perkawinan dalam undang-undang ini 
tidak termasuk di dalamnya ta‟liq talak sebagaimana yang termuat 
dalam surat nikah. 
Meskipun tidak ada definisi yang jelas terhadap perjanjian 
perkawinan, akan tetapi dapat diberikan batasan sebagaimana suatu 
hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak. 
Apabila salah satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal, 
sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian 
tersebut.Lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan 
adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dengan calon isteri 
pada waktu atau seselum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana 
dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan 
isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.32 
Perjanjian perkawinan lebih luas dari Huwelijksche 
Voorwaarden seperti yang diatur dalam hukum perdata.Perjanjian 
perkawinan bukan hanya mengatur tentang harta benda akibat 
perkawinan, melainkan juga mengatur syarat-syarat atau keinginan-
keinginan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang tidak 
melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.33 
                                                             
31Ibid. 
32Id. at. 32. 
33
 Hilman, Op.Cit., 66 
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Berdasarkan pasal 11 peraturan menteri agama nomor 2 
tahun 1975 bahwa:34 
1) Calon suami istri dapat melakukan perjanjian sepanjang tidak 
bertentangan dengan sistem hukum islam. 
2) Perjanjian yang berupa ta‟lik talak dianggap sah kalau perjanjian 
itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah 
dilangsungkan. 
b. Kitab Undang-undang Hukum Perdatan (KUHPerdata) 
Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang mengatur 
akibat suatu perkawinan di dalam bidang harta kekayaan. 
Pasal 147 KUHPerdata, perjanjian perkawinan harus dibuat 
dengan akta Notaris.Akta Notaris harus dibuat sebelum 
dilangsungkannya perkawinan.Perjanjian kawin mulai pada saat 
perkawinan dilangsungkan.Dengan demikian, maka akta Notaris itu 
adalab syarat mutlak tentang adanya perjanjian kawin. 
Pasal 149 KUHPerdata, setelah dilangsungkannya 
perkawinan, perjanjian kawin tidak dapat diubah lagi dengan cara 
bagaimanapun juga. Jika apabila ada perceraian dan kemudian kawin 
lagi, hal itu tidak boleh dipakai alas an untuk mengubah perjanjian 
kawin yang dahulu. 
                                                             
34Wasit Aulawi,Hukum Perkawinan Di I ndonesia, (Jakarta: Bintang Bulan, 2007), h. 23. 
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Pasal 152 KUHPerdata, perjanjian kawin itu baru mulai 
berlaku pada saat dibukukannya dalam register kepaniteraan 
Pengadilan Negeri. 
Implikasi hukum perjanjian pra nikah berdasarkan hukum 
positif adalah: 
a. Terhadap Pemisahan Harta Bersama.35 
Ayat 1 pasal 48 KHI, apabila dibuat perjanjian 
perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat 
maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban 
suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. 
Ayat 2 pasal 48 KHI, apabila dibuat perjanjian 
perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat 1 
dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat 
dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah 
tangga. 
b. Terhadap Penggabungan Harta36 
Ayat 1 pasal 49 KHI, perjanjian pencampuran harta 
pribadi dapat meliputi semua harta baik yang dibawa masing-
masing ke dalam perkawinan maupun ang diperoleh masing-
masing selama perkawinan. 
Ayat 2 pasal 49 KHI, tidak mengurangi ketentuan 
tersebut pada ayat 1 dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran 
                                                             
35Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta:  Pustaka Amani 2009), h. 14. 




harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada 
saat perkawinan dilangungkan sehingga pencampuran ini tidak 
meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau 
sebaliknya. 
Ayat 1 pasal 50 KHI, perjanjian perkawina mengenai 
harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai 
tanggal dilangsungkannya perkawinan dihadapan pegawai Pencatat 
Nikah.Ayat 2 pasal 50 KHI, perjanjian perkawinan mengenai harta 
dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib 
mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat 
perkawinan dilangsungkan. 
Ayat 4 pasal 50 KHI, apabila dalam tempo nam bulan 
pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan pendaftaran 
pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada 
pihak ketiga.Ayat 5 pasal 50 KHI, pencabutan perjanjian 
perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang 
telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.37 
Pasal 51 KHI, pelanggaran atas perjanjian perkawinan 
memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau 
mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan 
Agama. 
 
                                                             
37Id. at. 15. 
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c. Terhadap Pembuatan Perjanjian Perkawinan 
Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata), perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan 
tertib umum dan kesusilaan.Pasal 140 a, tidak boleh melanggar hak 
marital dari suami yaitu  
1) Hak suami di dalam statusnya sebagai suami yaitu misalnya 
suami yang harus menetapkan dimana suami istri harus 
bertempat tinggal. 
2) Tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua menurut pasal 
300 kekuasaan orang tua dilakukan oleh suami. 
3) Tidak boleh melanggar hak yang diberikan undang-undang 
kepada suami atau istri yang hidup paling lama mengenai hak 
waris dari suami atau istri Pasal 852 a. 
4) Tidak boleh melanggar hak suami di dalam statusnya sebagai 
kepala persatuan suami istri. Misalnya tidak boleh 
diperjanjikan bahwa istri dapat bertindak sendiri jika mengenai 
harta persatuan. Akan tetapi dikecualikan apabila istri dapat 
mengadakan syarat bahwa ia berhak mengurus harta kekayaan 
dan menikmati penghasilannya sendiri. 
Pasal 141 KUHPerdata, tidak boleh melepaskan haknya 
atas legitime portie (hak mutlak) atas warisan dari keturunannya 
dan mengatur pembagian warisan dari keturunannya. Pasal ini 
sebetulnya tidak perlu, karena legitime portie tidak dapat diatur 
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lain daripada menurut undang-undang dan pengaturan warisan dari 
anak keturunannya harus dengan wasiat.38 
Pasal 142 KUHPerdata, tidak boleh diperjanjikan bagian 
hutang yang jatuh kepada salah satu pihak ditentukan lebih besar 
bagiannya dari bagian keuntungannya. 
Pasal 143 KUHPerdata, tidak boleh diperjanjikan dengan 
kata-kata umum bahwa ikatan perkawinan harus tunduk pada 
ketentaun-ketentun di luar neger, adat kebiasaan atau peraturan 
daerah. 
Pasal 151 KUHPerdata, orang yang melakukan perjanjian 
perkawinan yaitu harus cakap untuk bertindak menurut hukum. 
Kecuali, tentang anak yang belum dewasa ia mengadakan 
perjanjian kawin apabila ia berusia 18 tahun bagi laki-laki dan 15 
tahun bagi perempuan. 
d. Terhadap Harta kekayaan39 
Apabila dilakukan perjanjian perkawinan, maka erdapat 3 
jenis harta kekayaan yaitu: 
1) Harta persatuan 
2) Harta suami pribadi 
3) Harta istri pribadi 
 
                                                             
38
  M. Anshari ,Hukum Perkawinan Islam (Masalah-masalah Krusial), (Yogyakarta:  





Harta pribadi terdiri dari: 
1) Barang bergerak atau piutang karena surat bawa (toonder) 
sebelum adanya perkawinan. Barang-barang ini asalnya dapat 
dilihat di dalam perjanjian kawin atau dalam daftar yang 
dilampirkan pada perjanjian itu (Pasal 165 KUHPerdata). 
2) Barang tak bergerak atau piutang atas nama atau karena surat 
tunjuk (order) sebelum adanya perkawinan. Barang dan piutang 
ini dapat diketahui akan asalnya, karena ditulis aktanya atau 
surat piutang. 
3) Barang bergerak yang didapat karena hibah atau warisan 
sepanjang perkawinan dapat dibuktikan dengan adanya surat 
pretalan mengenai barang itu. Jika barang seperti ini berada 
pada suami dan pretelan tidak ada, maka barang itu tidak boleh 
dianggap sebagai milik pribadi suami tetapi jatuh pada 
persatuan. Apabila barang itu berada pada istri, sedang tidak ada 
pretalan, istri atau keluarganya dapat membuktikan asal barang 
itu dengan saksi-saksi dan jika perlu juga dengan adanya 
pengetahuan umum. Jika pembuktian itu tidak dapat diadakan 
maka barang itu berada pada persatuan (Pasal 166) 
4) Barang tidak bergerak dan surat berharga atas nama atau karena 
surat tunjuk (order) yang didapat sepanjang perkawinan itu 
apabila dapat diperoleh keterangan bahwa itu berasal dari milik 
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pribadi salah satu pihak. Apabila keterangan ini tidak ada, maka 
barang berada pada persatuan (Pasal 159). 
Apabila perjanjian yang telah disepakati bersama antara 
suami dan istri, tidak dipenuhi oleh salah satu pihak maka pihak 
lain berhak untuk mengajukannya ke Pengadilan Agama untuk 
menyelesaikannya. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh suami 
misalnya, istri berhak meminta pembatalan nikah atau sebagai alas 
an perceraian dalam gugatannya. Demikian juga sebaliknya, jika 
istri yang melanggar perjanjian di luar ta‟liq talak, suami berhak 













                                                             





A. Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Perjanjian Pra nikah dilakukan seacara tertulis atas persetujuan kedua 
belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para 
pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh 
melanggar perjanjian tersebut (1313BW). Para pihak harus menaaati 
perjanjian ini sebagaimana diatur dalam BW. Sebagai sebuah perjanjian 
maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran (inkar janji) dapat 
dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi. 
2. Pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap perjanjian pra nikah, 
sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam, perjanjian perkawinan 
dapat dilaksanakan yang meliputi percampuran harta pribadi, pemisahan 
harta pencaharian masing-masing, menetapkan kewenangan masing-
masing untuk mengadakan ikatan hipotik (perjanjian dengan pihak Bank), 
misalnya atas harta pribadi dan harta bersama. Dalam hukum positif, 
perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum 
dan kesusilaan. Ini artinya, semua hal asal tidak bertentangan dengan 




B. Saran  
Adapun saran dari peneliti adalah: 
1. Terkhusus kepada Pemerintah untuk membuat aturan yang mengatur 
secara khusus tentang perjanjian perkawinan sehingga dapat 
digunakan secara nasional di Indonesia. 
2. Terkhusus kepada calon suami istri sebelum melakukan perjanjian 
perkawinan harus memahami hakikat keberadaan perjanjian 
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